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ABSTRACT

Curriculum reform is a strategic policy aimed at improving the quality of national education.
However, its implementation in 3T regions (frontier, outermost, and underdeveloped areas)
continues to face significant challenges, particularly in aligning with the National Education
Standards. This study aims to analyze the problems of curriculum reform in 3T regions in
relation to the implementation of the National Education Standards, specifically focusing on
graduate competency standards, content standards, process standards, and educational
assessment standards. This research employs a qualitative approach using a case study
design. Data were collected through in-depth interviews with two teachers working in 3T
areas, namely Landak Regency and Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province. Data
analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldana model through data
reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the
implementation of the Merdeka Curriculum in 3T regions has not been carried out optimally
due to limited facilities and infrastructure, inadequate access to technology and learning
resources, low levels of teacher readiness and competence, and high administrative
workloads. These conditions have resulted in difficulties in meeting graduate competency
standards, limited relevance of content standards, suboptimal learning processes, and
inconsistent implementation of educational assessment standards. Therefore, this study
recommends the development of curriculum policies that are contextual and adaptive to the
characteristics of 3T regions through the simplification of teachers’ administrative burdens,
strengthening locally based professional development, and providing proportional
infrastructure support as well as flexible and sustainable learning and assessment models.

Keywords: Curriculum reform; 3T regions; National Education Standards; Educational

inequality.

ABSTRAK
Perubahan kurikulum merupakan kebijakan strategis dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan nasional. Namun, implementasinya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan
Tertinggal) masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penyesuaian
terhadap Standar Nasional Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
problematika perubahan kurikulum di daerah 3T dalam konteks penyesuaian Standar
Nasional Pendidikan, khususnya pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar
proses, dan standar penilaian pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam dengan dua guru yang bertugas di wilayah 3T, yaitu di Kabupaten Landak dan
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Analisis data dilakukan
menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T belum terlaksana secara optimal akibat
keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya akses teknologi dan sumber belajar,
rendahnya kesiapan serta kompetensi guru, serta tingginya beban administrasi pendidik.
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Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya pemenuhan standar kompetensi lulusan,
kurang relevannya standar isi, belum optimalnya standar proses pembelajaran, serta
tidak konsistennya pelaksanaan standar penilaian pendidikan. Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan kurikulum yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap
karakteristik daerah 3T melalui penyederhanaan administrasi guru, penguatan pelatihan
berbasis kebutuhan lokal, serta dukungan sarana prasarana dan model pembelajaran
yang fleksibel dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perubahan kurikulum; Daerah 3T; Standar Nasional Pendidikan;
Ketimpangan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan
signifikan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh
masyarakat. Berbagai kebijakan perubahan kurikulum terus dilakukan untuk
meningkatkan mutu pendidikan, namun implementasinya belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T
(Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) (Patandung & Panggua, 2022). Sebagaimana
ditegaskan dalam penelitian Wika (2025) ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T
ditandai oleh hambatan geografis, keterbatasan sarana prasarana, minimnya tenaga
pendidik, serta rendahnya akses teknologi yang berdampak pada rendahnya partisipasi
dan kualitas pembelajaran peserta didik. Kondisi ini memperlebar kesenjangan
pendidikan antara daerah 3T dan wilayah perkotaan.

Fenomena ketimpangan pendidikan ini juga tergambar dalam unggahan di media
sosial, salah satunya pada akun TikTok @yharaskd3it2 yang membahas isu kesenjangan
pendidikan yang terjadi antara pulau Jawa dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan
Terpencil). Salah satu unggahan tersebut memberikan pernyataan bahwa kesulitan
mengakses buku berkualitas dikarenakan sulit menemukan toko buku. Selain itu,
ketimpangan pendidikan di Indonesia terlihat melalui hasil lomba Olimpiade Sains
Nasional (OSN) tingkat SMA/sederajat tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Jawa Timur
sebagai juara umum (Yharaskd3it2, 2024). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa
ketimpangan pendidikan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak nyata
pada pencapaian akademik peserta didik di tingkat nasional, sekaligus menegaskan
adanya problematika dalam pemenuhan standar nasional pendidikan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik khusus yang dimiliki oleh daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dalam aspek geografis, sosial, ekonomi, dan akses
layanan publik, termasuk pendidikan. Secara geografis, wilayah 3T umumnya berada pada

lokasi yang sulit dijangkau, memiliki kondisi alam yang menantang, serta keterbatasan

infrastruktur transportasi dan komunikasi. Dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat di
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daerah 3T cenderung memiliki tingkat kesejahteraan dan literasi yang lebih rendah
dibandingkan wilayah perkotaan, yang berimplikasi pada terbatasnya dukungan
lingkungan belajar bagi peserta didik (Syafii, 2018). Dalam konteks pendidikan,
karakteristik tersebut berdampak pada minimnya sarana dan prasarana sekolah,
keterbatasan akses terhadap sumber belajar, rendahnya pemanfaatan teknologi
pendidikan, serta tingginya angka kekurangan dan rotasi tenaga pendidik (Nurhayati &
Mulyanti, 2025).

Salah satu aspek yang terdampak langsung oleh ketimpangan pendidikan adalah
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, khususnya dalam implementasi kurikulum di
berbagai wilayah (Laia et al., 2025). Dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan,
kurikulum menuntut tersedianya materi pembelajaran yang memadai, proses
pembelajaran yang terstruktur, serta sistem penilaian berbasis kompetensi guna
menghasilkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman (Saputra & Stiawan,
2024). Dalam hal ini, Michael Fullan memandang perubahan kurikulum sebagai suatu
proses sistemik yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan,
tetapi juga oleh kesiapan sumber daya, kapasitas pendidik, dukungan kelembagaan, serta
konteks implementasi di tingkat satuan pendidikan (Okyere, 2025). Namun dalam konteks
daerah 3T, keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses terhadap sumber belajar, serta
minimnya tenaga pendidik yang terlatih menyebabkan tuntutan Standar Nasional
Pendidikan sulit diwujudkan secara optimal.

Perubahan kurikulum merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa proses
pembelajaran yang relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Di
Indonesia, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan untuk
menjawab tantangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan global (Santika et al,,
2022). Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional
sering kali mengalami perubahan. Mengutip Raharjo (2020) dalam perjalanan sejarah
sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada
tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan yang terbaru
yaitu kurikulum merdeka. Namun, frekuensi perubahan kurikulum yang tinggi tidak selalu
diiringi dengan kesiapan daerah, khususnya wilayah 3T.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan
antara perkotaan dan pedesaan. Sebagaimana penelitian oleh Krisnawati et al., (2024)
menunjukkan bahwa sekolah di wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik
terhadap pelatihan guru dan sumber belajar dibandingkan sekolah di daerah pedesaan

dan pinggiran. Mawati et al., (2023) mengungkapkan bahwa ketidakmerataan fasilitas
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pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah terpencil, menjadi kendala utama dalam
menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum. Selanjutnya, Irfandi (2025) menegaskan
bahwa ketimpangan pendidikan di daerah 3T bersifat struktural, mencakup keterbatasan
infrastruktur pendidikan, kesenjangan digital, kekurangan tenaga pendidik, serta
kurikulum nasional yang kurang kontekstual, yang berdampak langsung pada rendahnya
efektivitas implementasi kurikulum. Penelitian Yasin & Kurniyadi (2025) menyatakan
bahwa problematika utama perubahan kurikulum di tingkat satuan pendidikan bukan
terletak pada visi kebijakan nasional, melainkan pada strategi implementasi yang belum
selaras dengan kondisi faktual di lapangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan
antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di daerah 3T, dipengaruhi oleh faktor
struktural berupa keterbatasan infrastruktur pendidikan, akses sumber belajar dan
teknologi, kekurangan tenaga pendidik, serta lemahnya strategi implementasi perubahan
kurikulum yang belum selaras dengan kondisi faktual di lapangan. Meskipun berbagai
studi telah mengkaji ketimpangan tersebut, kajian yang secara spesifik menganalisis
problematika perubahan kurikulum di daerah 3T dalam kaitannya dengan pemenuhan
Standar Nasional Pendidikan masih terbatas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis secara mendalam problematika perubahan kurikulum di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dalam konteks penyesuaian terhadap Standar
Nasional Pendidikan, khususnya pada aspek standar kompetensi lulusan, standar isi,

standar proses, dan standar penilaian pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dua guru di
wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yaitu TAP dan NHA, yang berasal dari
Kabupaten Landak dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah
tersebut dipilih sebagai sampel penelitian karena memiliki karakteristik 3T sebagaimana
ditetapkan oleh pemerintah, terutama keterbatasan akses geografis, sarana pendidikan,
dan sumber daya pendidik.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, & Saldana melalui tiga tahap
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Hasil
wawancara disederhanakan dan disajikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah

identifikasi hubungan antarkategori, kemudian ditafsirkan, dikaitkan dengan teori, dan
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diverifikasi melalui triangulasi untuk memastikan validitas, kredibilitas, dan relevansi

temuan terkait problematika perubahan kurikulum di wilayah 3T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum dirumuskan dan dikembangkan dengan berpedoman pada Standar
Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar
proses, dan standar penilaian pendidikan (Wahyudin et al., 2024). Meskipun dirancang
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, implementasi kurikulum di daerah 3T
menghadapi berbagai problematika yang memengaruhi pemenuhan standar tersebut.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup aspek
sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta
didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar ini menjadi
acuan untuk menetapkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kecuali pada
jenjang pendidikan anak usia dini. Pada jenjang tersebut, Standar Kompetensi Lulusan
mengacu pada tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini (Kurikulum Merdeka,
2024).

Standar Kompetensi Lulusan sebagai pedoman kelulusan yang menuntut
penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, akan sulit dilakukan sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sering kali terjadi perubahan
kurikulum. Pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka sulit diterapkan
didaerah 3T yang memiliki keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana prasarana
dan kualitas bahan ajar. Sebagaimana hasil wawancara dengan TAP sebagai berikut:

“Tantangan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang diinginkan oleh
kurikulum merdeka adalah kurangnya waktu pembelajaran dan sarana prasarana di
sekolah tempat saya mengajar kurang memadai. Mengingat salah satu metode utama
dalam kurikulum merdeka yaitu pembelajaran berbasis proyek yang membutuhkan
fasilitas pendukung dan waktu yang cukup.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam

penerapan SKL pada kurikulum merdeka di daerah 3T memiliki kendala yaitu
kurangnya waktu pembelajaran serta fasilitas yang memadai untuk menerapkan
metode pembelajaran berbasis proyek yang menjadi fokus utama kurikulum merdeka.
Sebagaimana penelitian oleh Rahmadani & Masbirorotni (2025) memaparkan bahwa
implementasi SKL masih menghadapi kendala struktural, terutama keterbatasan
sumber daya pendidikan dan sarana prasarana, sehingga sekolah di wilayah tertentu

mengalami kesulitan memenuhi tuntutan SKL secara optimal dan capaian lulusan
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belum sepenuhnya sesuai standar. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian
Hazimah et al,, (2021) menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran dan pencapaian
kompetensi lulusan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan kurikulum yang efektif serta
dukungan sarana prasarana yang memadai. Kurikulum yang dirancang dengan baik,
termasuk Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek,
memerlukan fasilitas pendukung agar dapat diimplementasikan secara optimal.
Keterbatasan sarana prasarana tidak hanya menghambat pelaksanaan proses
pembelajaran, tetapi juga berdampak pada menurunnya motivasi belajar peserta didik
dan rendahnya capaian hasil belajar.

. Standar Isi

Standar Isi disusun dengan merumuskan ruang lingkup materi yang selaras
dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi ini mencakup bahan kajian dalam
muatan pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan: 1) muatan wajib sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) konsep keilmuan; dan 3) jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan. Selain itu, standar isi menyesuaikan dengan kemajuan
pembelajaran (learning progression) peserta didik di setiap jenjang, sehingga ruang
lingkup materi pembelajaran dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada
pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, serta
menerapkan prinsip diferensiasi dalam penyusunan materi pembelajaran (Kurikulum
Merdeka, 2024). Serta memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan
menyelaraskan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan
pendidikan, budaya dan kearifan lokal (Wahyudin et al., 2024).

Pembelajaran kurikulum merdeka berbasis projek yang berpusat pada siswa
untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, menuntut guru untuk
mampu merancang pembelajaran yang lebih kreatif. Namun dalam implementasinya,
pembelajaran berbasis projek ini kurang relevan dengan lingkungan di daerah 3T.
Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan NHA mengatakan bahwa:

“Pembelajaran berbasis projek kurang sesuai, dikarenakan ada beberapa kendala
yang dihadapi. Salah satunya ialah keterbatasan pelatihan guru dalam menerapkan
metode pembelajaran berbasis projek ini. Selain itu, keterbatasan dalam mengakses
pembelajaran digital menyebabkan terhambatnya akses ke materi yang beragam dan
berkualitas”

Berdasarkan pernyataan tersebut, daerah di 3T sangat sulit untuk mengikuti

perubahan kurikulum yang terjadi. Keterbatan akses jaringan internet dan teknologi
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menjadi kendala yang paling utama dalam menerapkan kurikulum merdeka sesuai
dengan standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini TAP juga mengatakan bahwa:

“Sumber daya yang ada disekolah saja kurang, apalagi materi pembelajaran
digital. Mengingat jaringan internet kadang susah. Ini berpengaruh pada penerapan
standar isi kurikulum merdeka. Jadi materi pembelajaran hanya dapat diakses melalui
buku paket saja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar isi
pada kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh pemerintah kurang relevan
dengan kondisi di daerah 3T yang sering kali masih minim akses jaringan internet dan
perangkat teknologi. Akibatnya hal ini mempengaruhi penerapan kurikulum merdeka
yang mendorong pembelajaran berbasis projek dan penggunaan teknologi dan
mengharuskan adanya variasi materi pembelajaran yang beragam, interaktif, dan
inovatif. Sejalan dengan penelitian oleh Utami et al, (2024) menunjukkan bahwa
implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama
pada kesiapan guru dan sarana pembelajaran. Guru terkendala oleh minimnya
pelatihan dan pemahaman kurikulum, tingginya beban administrasi, serta
keterbatasan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek.

Perubahan kurikulum memerlukan kesiapan guru dalam memahami dan
menerapkan metode pembelajaran baru seperti pembelajaran berbasis projek. Dalam
teori Readiness for Change, Holt et al., (2007) menegaskan bahwa keberhasilan
implementasi perubahan, termasuk perubahan kurikulum, sangat ditentukan oleh
kesiapan guru sebagai pelaksana utama, yang mencakup pemahaman, sikap positif, dan
keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menerapkan perubahan.

. Standar Proses

Standar proses berfungsi sebagai acuan dalam menyelenggarakan pembelajaran
yang efektif dan efisien guna mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, serta
kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses mencakup tiga aspek utama
yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan
pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dalam suatu unit
pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, langkah-langkah untuk mencapai
tujuan belajar, dan merumuskan metode untuk menilai pencapaian tujuan belajar.
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
sekaligus memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan

bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Penilaian proses
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pembelajaran merupakan asesmen yang dilakukan pendidik terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dengan merefleksikan
hasil belajar peserta didik (Kurikulum Merdeka, 2024).

Proses pembelajaran yang efektif dan efisien sangat relevan dengan tuntutan
pembelajaran abad ke 21 yang menekankan pada keterampilan 4C yang terdiri dari
critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Selain itu, proses
pembelajaran abad ke-21 menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa untuk
menjawab tantangan era society 5.0 yang mengintegrasikan teknologi seperti Internet
of Things (1oT), Artificial Intelligence (Al), teknologi robot, bahkan big data (Indarta et
al, 2022). Dalam era ini, guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga
fasilitator yang membantu siswa untuk menemukan dan mengolah informasi secara
mandiri. Akan tetapi, di daerah 3T masih terdapat guru yang masih kesulitan
mengadopsi pembelajaran yang berbasis teknologi. Hal ini dikatakan oleh TAP:

“Terdapat guru yang merasa terbantu dengan metode pengajaran dalam
kurikulum merdeka, tetapi ada juga yang tidak terbantu dan merasa kesulitan. Karena
kurangnya pelatihan dan tidak semua guru memiliki kemampuan di bidang teknologi”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pelatihan yang sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi daerah 3T sangat diperlukan, memberikan pelatihan kepada
guru yang fokus pada kebutuhan lokal dan sederhana secara praktis, seperti pelatihan
membuat modul ajar sederhana tanpa memerlukan perangkat teknologi yang canggih.
Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah tetap melakukan upaya pelatihan menyusun
modul ajar kurikulum merdeka dengan mengadakan pelatihan secara online.
Sebagaimana NHA mengatakan bahwa:

“Pelatihan guru untuk menyusun modul ajar diikuti secara online melalui Pintar
Kemenag” disamping itu, di sekolah yang berbeda TAP mengatakan bahwa: “Pelatihan
khusus bagi guru dalam menyusun modul ajar sudah pernah dilakukan, tapi jarang
terlaksana, tetapi guru tetap berusaha membuat modul ajar semenarik mungkin agar
siswa tidak merasa bosan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa problematika
perubahan kurikulum di daerah 3T menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi
Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis teknologi, khusunya
pada pembelajaran abad ke-21. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Agama
(Kemenag) mengembangkan platform pelatihan digital MOOC Pintar sebagai salah satu
strategi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan ASN secara daring, fleksibel, dan

terbuka untuk diakses dari berbagai wilayah. Melalui MOOC Pintar, Kemenag
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menyediakan berbagai pelatihan profesional, termasuk terkait pengembangan
kompetensi digital dan kurikulum, yang dapat diikuti kapan pun tanpa batasan ruang
dan waktu (Firmansyah, 2025).

Meskipun demikian, upaya pemerintah melalui penyediaan pelatihan daring
seperti MOOC Pintar Kemenag belum sepenuhnya menjangkau seluruh satuan
pendidikan, sehingga masih terdapat sekolah yang belum memperoleh akses terhadap
program pelatihan tersebut. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur teknologi juga
menghambat inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Namun, guru di daerah 3T
tetap berusaha menyusun modul ajar sederhana yang menarik dan relevan dengan
kebutuhan siswa, meskipun tanpa dukungan teknologi canggih.

. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi pendidik dalam
menilai hasil belajar peserta didik secara adil, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil
belajar mencakup penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif
bertujuan untuk memantau, memperbaiki proses pembelajaran, dan mengevaluasi
pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar
peserta didik sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kenaikan kelas dan
kelulusan (Kurikulum Merdeka, 2024).

Mengutip dalam penelitian Putri & Zakir (2023) mengemukakan bahwa penilaian
formatif dilakukan pada setiap pertemuan untuk memantau proses dan pencapaian
pembelajaran, sejauh mana perkembangan peserta didik dalam menguasai kompetensi
yang harus dicapai. Sementara penilaian sumatif dilakukan pada setiap akhir proses
pembelajaran atau akhir suatu periode pengajaran tertentu dengan menggunakan tes-
tes yang bertujuan menilai hasil belajar secara keseluruhan, yang akan digunakan
sebagai dasar kenaikan kelas dan kelulusan.

Dalam implementasinya, untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik
sesuai dengan standar kurikulum merdeka mengalami kesulitan yaitu kurangnya
waktu pembelajaran di kelas. Hal itu disebabkan oleh tuntutan administrasi kepada
guru. Sebagaimana hasil wawancara dengan TAP:

“Tantangan dalam mengukur capaian kompetensi peserta didik yaitu kurangnya
waktu pembelajaran di kelas, karena guru harus mengisi administrasi di PMM (Platform
Merdeka Mengajar) yang mengganggu waktu mengajar guru. Disamping itu, NHA juga

mengatakan bahwa: “Tantangan yang dihadapi yaitu penilaian yang beragam”.
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Menanggapi pernyataan di atas, penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran
siswa belum bisa dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan guru harus
mengalokasikan waktu untuk mengisi administrasi di Platform Merdeka Mengajar
(PMM). Sehingga mengganggu fokus guru dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu,
penilaian yang beragam dalam kurikulum merdeka harus memerlukan persiapan dan
pelaksanaan yang cukup kompleks yang menyebabkan guru mengalami kesulitan
untuk secara konsisten menilai capaian pembelejaran peserta didik secara optimal. Hal
ini membutuhkan penyesuaian agar guru dapat membagi waktu dan menyeimbangkan
tanggung jawab administratif antara tugas pengajaran dan penilaian. Sejalan dengan
hasil wawancara di atas, penelitian Rosyada et al., (2024) menegaskan bahwa
peningkatan beban administrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka mengurangi
waktu pembelajaran dan mengganggu fokus guru dalam melaksanakan penilaian
formatif dan sumatif. Tuntutan penyusunan perangkat, pelaporan capaian
pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar menyebabkan penilaian yang beragam belum
dapat dilaksanakan secara konsisten dan optimal, sehingga berdampak pada efektivitas

pembelajaran di kelas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T masih menghadapi berbagai
problematika dalam penyesuaian terhadap Standar Nasional Pendidikan. Keterbatasan
sarana prasarana dan waktu pembelajaran berdampak pada pencapaian Standar
Kompetensi Lulusan, minimnya akses teknologi dan sumber belajar memengaruhi
relevansi Standar Isi, kesiapan serta kompetensi guru yang belum merata menghambat
optimalisasi Standar Proses, dan tingginya beban administrasi menyulitkan pelaksanaan
Standar Penilaian Pendidikan secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
perubahan kurikulum yang bersifat nasional belum sepenuhnya selaras dengan
karakteristik dan kebutuhan daerah 3T.

Upaya peningkatan efektivitas implementasi kurikulum di daerah 3T memerlukan
pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif. Penyederhanaan beban
administratif guru, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan lokal, penyediaan dukungan
sarana prasarana yang proporsional, serta pengembangan model pembelajaran dan
penilaian yang fleksibel dan tidak selalu bergantung pada teknologi tinggi menjadi
langkah strategis untuk mendukung pemenuhan Standar Nasional Pendidikan secara

lebih adil dan berkelanjutan.
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